






Pelaksanaan pemilikan tanah secara absentee oleh PNS di Kecamatan 
Dusun Tengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah ada 
yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 
Tahun 1977. Ketujuh orang responden membeli tanah pertanian tidak dalam 
masa dua tahun menjelang pensiun sehingga tidak sesuai dengan Pasal 6 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 sedangkan luas tanah yang dibeli 
oleh responden tidak melebihi dari luas maksimum yang ditentukan 
Kabupaten Barito Timur.  
Saran-saran:  
 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran-saran 
diberikan kepada: 
1. Kepala Kantor Pertanahan agar melakukan penyuluhan tentang pemilikan 
tanah secara absentee kepada masyarakat pada umumnya dan bagi PNS 
di Kabupaten Barito Timur. 
2. PPAT Perlu penegasan terhadap peralihan hak atas tanah karena jual beli 
oleh PNS yang tidak mempunyai akta PPAT. 
3. PNS Perlu di pertimbangkan kembali mengenai pemberian sertipikat hak 
milik  kepada para PNS yang memiliki tanah absentee, karena tidak 
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